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PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA UU NO.3/2020

PASAL 4 :

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini.

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan,
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan

PASAL 5 :

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pegutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk
kepentingan dalam negari;

(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Pusat
mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam,
Minerl bukan logam jenis tertentu, atau Batubara;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan serta harga Mineral
Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pasal 4 ayat (2) ini mengabaikan UU lain???? Pasal 5 ayat (2) merupakan pilihan, jadi pelaksanaannya
diimplementasikan???
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KEWAJIBAN IUP & IUPK PADA UU MINERBA NO.3/2020
Pasal 102:

(1) Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral
dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui :

a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;

b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam dan/atau

c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan /atau

Pemnanfaatan Batubara.
(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, dengan

mempertimbangkan antara lain :
a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau

b. kebutuhan pasar.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah

Ayat (1) dan ayat (3) “sangat mengaburkan”. Pada ayat (1) khusus logam sudah jelas harus melakukan
pengolahan dan pemurnian, namun pada ayat (3) dikaburkan lagi dengan “batasasan minimum pengolahan
dan/atau pemurnian dengan mempertimbangkan “peningkatan nilai ekonomi dan/atau kebutuhan pasar”
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Lanjutan :

PASAL 103 :

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral
hasil Penambangan di dalam negeri;

(2) Dalam hal pemegang IUP satau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah
melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pafda ayat (1),
Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian

Ini Pasal yang sangat berlebihan dimana Pemerintah turut mengambil risiko “bisnis”

Perusahaan.

1. Bagaimana kalau manufaktur dalam negeri tidak mampu menyerap hasil pengolahan
dan atau pemurnian, kemudian harga turun sehingga rugi untuk diekspotr.....
Pemerintah bisa berbuat apa untuk memenuhi Pasal ini ??? Kok Pemerintah dan DPR
yang membuat UU ini bisa-bisanya ambil risiko???
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PASAL PERALIHAN UU No4/2009 YANG MASIH BERLAKU

Pasal 169 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai
jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;

b. Ketentuan yg tercantum dalam pasal KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada
huruf a disesuaikan selambat lambatnya 1(satu) tahun sejak UU ini diundangkan
kecuali mengenai penerimaan negara;

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b
adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Penjelasan: huruf b, Semua pasal yang terkandung dalam KK dan PKPB harus
disesuaikan dengan Undang-Undang.

Pasal 170:

Pemegang KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib
melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
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PASAL170 A UU NO.3/2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL

169 DAN PASAL 170 UU NO.4/2009 & UU NO.3/2020

PASAL 170 A:
(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang :
a. telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian;
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau
c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan pemurnian atau pihak laian yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian.
dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah
tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

(2) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan
penjualan produk mineral logam tertentu keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar bea keluar dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dan jumlah

tertentu Peenjualan ke luar negeri sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Apabila dilihat Pasal 170, maka Pasal 170 A Pasal 1 c ini buat apa diundangkan, karena Pasal 170
(walaupun produk UU No.4/2209) UU No.3/2020 ini menyatakan diberikan masa 5 tahun bagi KK yang
telah berproduksi untuk memurnikan dalam negeri. Kelihatan bahwa adanya sikap “berlebihan” yang
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UU NO.11/2020 TENTANG OMNIBUS

PASAL 39 Paragraph 5, menyangkut penambahan Pasal 128A pada UU
N0.3/2020:

(1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu
terhnadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128.

(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah
batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0 % (nol persen).

Royalty minerba yang dibayarkan oleh pengusaha (penambanag) kepada negara adalah merupakan tanda
bukti/syahnya perpindahan kepemilikan minerba dari negara kepada pengusaha. Royalty ini akan
didistribusikan oleh Pemerintah kepada seluruh rakyat melalui Pemerintah daerah yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Bagaimana kalau royalti menjadi nol???? Berarti kepemilikan rakyat atas minerba
sesuai dengan UU D 1945 Pasal 33 menjadi “kabur” karena bila royalti di nolkan (tidak ada) maka tidak
akan ada tanda bukti adanya perpindahan kepemlikan negara (rakyat) kepada pengusaha. Ini artinya

tidak ada kaitannya dengan “kemudahan perizinan” yang merupakan tujuan UU Omnibus No.11/2020 !!!!
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RENUNGAN: NASIB HILIRISASI PASCA UU NO.3/2020 DAN UU NO.11/2020

m Sudah hampir setahun UU NO0.3/2020 diundangkan..... sampai sekarang PP nya pun belum keluar....
itu berarti tidk ada izin (kegiatan baru) eksplorasi yang diterbitkan. Apa bedanya Kabinet
“kerja....kerja....kerja” yang saat ini dengan masa Kabinet sebelum-sebelumnya di sub sektor

mKesalahan UU Minerba No4/2009 bukanlah pada isi dan substansinya.... tetapi karena Pemerintah
tidak mau mengimplementasikan UU itu secara konsisten, dan DPR tidak konsisten mengawasinya.

mSebaik apapun isi UU, apabila Pemerintah tidak konsisten melaksnakannya ditambah DPR tidak
“becus” melaksanakan fungsi pengawasannya...... maka UU itu akan menjadi “Macan ompong”.

mPara pelaku operasi pertambangan selama tidak menyadari makna Pasal 33 UU D 1945.... maka
‘pertambangan nasional”’ kita hanya akan memberi manfaat yang besar kepada mereka sementara
rakyat akan jauh dari sejahtera yang maksimum.......

mMemberikan royalti menjadi nol tidak ada kaitannya dengan kemudahan perizinan. Karena
kemudahan Perizinan seharusnya mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan
menjadikan royalti nol, sudah pasti merugikan rakyat!!!!

mBagaimana Hilirisasi???? Ada tiga besar pertambangan multi nasional berproduksi di Indonesia sudah
puluhan tahun dan hanya menghasilakn konsentrat ( ada sebagian kecil, tembaga dimurnikan di
Gresik).....sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan melaksanakan pemurnian itu
secara utuh di dalam negeri.

mMudah- 2 an UU No0.3/2020 dan UU No.11/2020 bukan hanya tumpukan pasal-pasal diatas kertas
atau memperbanyak koleksi “Lembaran Dokumen Negara”.
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